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D. Ta’marbutah

1.

o

(e

Ta’ marbutah dup

Ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammabh,
transliterasinya adalah /t /.
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Ta’ marbutah mati
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2. Kata sandang diikuti oleir huruf gamariah
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ABSTRAK

Monopoli dalam pandangan masyarakat telah mendapat “nilai merah”, karena
kesan akan segala keburukan monopoli itu telah menjadi pemikiran bagi kebanyakan
masyarakat kita. Sehingga banyak teriakan perlunya peraturan yang mengatur.
Namun begitu berdasarkan realita yang ada monopoli tidak bisa hilang, karena telah
menjadi bagian “rukun” dalam hal aktivitas didunia usaha. Ini dapat dilihat dari siapa
pelaku monopoli, motivasi dan komoditas yang dimonopoli. Dan ini yang menjadi
latar belakang mengapa penulisan judul Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan
Hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999. Dari judul itu dimasukkan hikum Islam
karena masyarakat Indonesia mayoritas muslim, namun hukum yang berlaku
khususnya dalam monopoli bukan dari hukum Islam. Dengan demikian dalam
penyusunan skripsi ini akan dibandingkan antara hukum Islam dan UU. No. S Tahun
1996,

Dalam membahas judul tersebut penyusun memfokus pada masalah monopoli
dilihat dari segi subyek, motivasi dan komoditasnya. Sehingga timbul pertanyaan
bagaimana monopoli ketika dilihat dari segi subyek (pelaku), motivasi dan
komoditasnya berdasarkan uu. no. 5 tahun 1999, yang mana undang-undang inilah di
Indonesia menjadi patokan untuk melarang praktek monopoli. Dan selain itu itu,
Indonesia sebagai mayoritas muslim, maka bagaimana juga hukum Islam
menghukumi monopoli ini. Sehingga pertanyaan selanjutnya bagaimana perbedaan
antara kedua sistem hukum ini.

Untuk membahas masalah dalam skripsi ini digunakan pendekatan normatif-
yuridis dengan metode deduktif-analisis-komparatif. Dari sini akan diketahui
bagaimana pandangan hukum Islam dan UU. Ne. 5 Tabun 1999 dalam mengatur
monopoli dilihat dari segi subyek, motivasi dan komoditi, yang terlebih dahulu
diadakan analisis deduktif dan jga diadakan perbandingan dari kedua hukum
tersebut.

Monopolt dinyatakan haram berdasarkan hukum Islam karena menimbulkan
kesusahan dalam masyarakat. Dan dari sisi motivasi haram dikarena motivasi
awalnya sudah buruk. Larangan itu dalam segala jenis komoditi. Hanya saja untuk
monopoli pemerintah, hukum Islam masih memberikan ruang mengingat posisi
pemerintah sebagai pihak yang menjaga kepentingan bangsa. Sedangkan UU. No. 5
Tahun 1999 monopoli dilarang dengan batasan monopoli itu dalam hal penguasaan
pangsar minimal 50% dari pangsa pasar yang ada, yang meliputi segala jenis
komoditi. Dan khusus monopoli pemerintah, sama dengan hukum Islam, UU. No. 5
Tahun 1999 juga memberikan legalitasnya, pada komoditi yang memenuhi hajat
hidup orang banyak.






BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupan sehari-harinya selalu
tidak bisa untuk melepaskan dari hubungan manusia satu dengan yang lainnya.
Hubungan itu merupakan hubungan yang wajar dan bahkan menjadi “keharusan”,
karena memang dalam prinsipnya setiap kebutuhan yang ada perlu adanya orang
lain untuk pemenuhannya. Dalam prakteknya bisa dilakukan dengan berbagat
macam cara; jual beli, pinjam-meminjam, gadai dan lain sebagainya.

Pada dewasa ini, dalam upaya pemenuhan semua kebutuhan manusia
semakin banyak varian yang ditempuh, dari yang sifatnya konvensional sampai
kepada yang menggunakan media kemajuan teknologi modem, internet misalnya.
Munculnya varian yang ada tentunya tidak bisa terlepas dari perubahan jaman
yang disertai oleh semakin menjamurnya penemuan-penemuan yang sangat
memudahkan bagi manusia. Sehingga bila dilihat dari segi para pelaku usaha
dengan adanya kemajuan itu akan berakibat juga dalam strategi yang ditempuh
dalam menjalankan usahanya untuk mengeruk keuntungan seperti  yang
diharapkan.

Selanjutnya, persaingan semakin tinggi, belum lagi dengan

bertambahnya jumlah orang yang ikut terjun sebagai pelaku usaha setiap



waktunya, akan menambah persaingan semakin “panas”. Persaingan dalam dunia
usaha merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan, karena memang kondisi yang
mengharuskan. Pada perkembangannya sering dalam persaingan usaha, terdengar
istilah monopoli.

Secara singkat monopoli dapat diartikan sebagai penguasaan pasar atas
satu orang saja dan pelakunya sendiri disebut monopolist . Namun secara luas
monopoli dapat diartikan “terjadinya konsentrasi pasar dalam menentukan harga,
produk dan keputusan-keputusan lain tentang pemasaran barang dan jasa™.
Secara jelas pengertian monopoli didasarkan kepada UU. No. 5 Tahun 1999
berupa penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas
penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.’

Dengan adanya kekuatan ;nonopoli yang dimiliki, maka dapat
dipastikan keuntungan yang didapakan dapat diatur sesuai dengan keinginan
pengusaha sendiri dan dapat dikatakan pula monopoli biasanya merupakan
senjata yang ampuh bagi pengusaha dalam mengontrol kondisi pasar yang
dikuasainya, namun begitu, hal itu tidak bisa terjadi bagi setiap pelaku monopoli
dan praktek monopoli itu sendiri, karena memang monopoli memiliki banyak

penyebabnya.

' Nurimansjah Hasibuan, Fkononii Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi, (Jakarta:
LP3ES, 1994), him. 70

2 Pasal 1



Monopoli sendiri di mata masyarakat jelas sekali telah mendapatkan
“nilai merah”, karena dalam anggapan mereka monopoli hanya akan
menguntungkan sepihak saja. Bahkan bisa menjadi alat untuk mengeruk
keuntungan dengan mengorbankan para konsumen. Bahkan tidak itu saja dari sisi
subyek (pelaku bisnis) juga akan rawan terjadinya persaingan yang tidak sehat,
sehingga sering juga monopoli menjadi pedang untuk menebas para pesaing dari
pelaku usaha sendiri. Sehingga pada tahun 1998 muncul usulan untuk mengatur
monopoli 1itu.

Setelah adanya aspirasi untuk pengaturan monopoli, pada tahun 1999 di
Indonesia lahir undang-undang yang mengatur monopoli yaitu UU. No. 5 Tahun
1999 tentang larangan prakieck monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Namun meskipun undang-undang itu pada kenyataannya monopoli masih
berjalan dengan sangat mulus, terlepas dari apa yang melatarbelakanginya, baik
dari segi subyek, komoditi, dan motivasi yang mendorongnya. Sehingga ada
kesan bahwa monopoli pada dasarnya memang tidak mungkin untuk dihilangkan
dan mungkin pula pandangan bahwa monopoli yang punya image negatif yaitu
selalu merugikan; tidak seluruhnya benar.

Namun demikian, tetap saja akan menimbulkan pertanyaan “mengapa
monopoli tetap berjalan, sedangkan undang-undang yang melarangnya jelas telah
mengaturnya?”. Dari sinilah, yang melatarbelakangi penyusun sehingga sangat
tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “MONOPOLI DALAM DUNIA

USAHA PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UU. NO. s TAHUN 1999”.



Dari judul itu penyusun mencoba membandingkan, sebenarmya bagaimana
monopoli dalam pandangan UU. No. 5 Tahun 1999 sebagai hukum positif di

Indonesia dan hukum Islam.

B. Pokok Masalah
| Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas,
maka permasalahan skripsi ini adalah “Bagaimana pandangan hukum Islam dan
UU. No. 5 Tah‘un‘ 1999 tentang monopoli, bila dilihat dari segi subyek, motivasi,

dan komoditinya?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan

a. Mengeksplorasi bagaimana pandangan bukum Islam dan UU. No. 5
Tahun 1999 tentang monopoli, bila dilihat dari segi subyek, komoditi dan
motivasinya.

b. Mencari persamaan dan perbedaan dari kedua ‘hukum ita, dalam
memandang monopoli bila dilihat dari segi subyek, motivasi dan
komoditinya.

2. Kegunaan

a. Ilmiah



1) Memberi semangat terhadap kajian ekonomi Islam, sehingga hukum
Islam bisa ikut serta dalam pembangunan hukum, khususnya masalah
yang berkaitan dengan dunia usaha.

2) Menambah khasanah kepustakaan hukum yang berkaitan dengan
hukum muamalah.

b. Terapan

1) Meningkatkan cakrawala serta wawasan bagi para pembaca akan
monopoli dilihat dari segi hukum Islam dan hukum positif yang ada di
Indonesia.

2) Membsntu mengkampanyekan akan kesadaran dalam menciptakan

persaingan yang sehat dalam dunia usaha.

D. Telaah Pustaka
Untuk menghindari karya tulis yang sama, penyusun sebelumnya
mengadakan telaah pustaka. Selama telaah dilakukan ditemukan skripsi yang
disusun oleh saudari Fitrivani,” dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang
IgTIKAR Terhadap Mekanisme Pasar”. Skripsi itu membahas bagaimana ihtikar
berpengaruh terhadap mekanisme pasar yang dipandang dan segi hukum Islam

saja. Dan pada kesimpulannya IHTIKAR diharamkan karena berakibat kepada

® Fitriyani, Tinjauan Hukum Islam Tentang IHTIKAR Terhadap Mekanisme Pasar, Skripri,
(Yogyakarta: Jurusab Muamalat, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003)



ketidakstabilan harga yang ada di pasar, karena tindakan MUHTAKIR yang
sewenang-wenang dalam menetapkan harga.

Karya tulis lain dalam bentuk skripsi yang penyusun temukan, masth
berkaitan dengan ZHTIKAR adalah skripsi karya saudara Abdullah Syaﬁ’i.4 Dalam
skripsinya Syafi’i membahas penimbunan barang dalam aktivitas ekonomi, dia
mencoba mengkomparasikan bagaimana hukum penimbunan barang dalam
pandangan dua mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’1, dan selain dan
segi hukum dalam skripsi itu juga membandingkan sejauh mana validitas dalil
yang digunakan dari kedua mazhab tersebut. Pada kesimpulan akhimya
penimbunan barang (IH7IKAR) dalam pandangan mazhab Hanafi diharamkan
untuk segala barang baik yang bersifat kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Syafi’i mengharamkan hanya pada

barang yang menjadi kebutuhan primer saja. Sedangkan dari segi validitas dalil

~ yang digunakan dari kedua mazhab itu, sebenarnya mazhab Syafi’i dipandang

lebih valid namun bila dikaitkan dengan kondisi sosial sekarang maka perdapat
dari Mazhab Hanafi akan lebih relevan.

Selanjutnya as-Sayyid < Sabiq = dalam  kitabnya “Fich as-Sunnah”

menjelaskan bahwa IFTIKAR diharamkan karena akan menyulitkan masyarakat

yaitu ketika dilakukan penimbunan schingga pada akhirnya berdampak pada

kenaikan harga di pasaran. Dalam buku yang ditulis oleh Abdullah Sidik al Hajj,

..... 4 Muhammad Abdullah Syafi’i, Penimbunan Barang Dalam Aktivitas Ekonomi (Studi
Komparasi Mazhab Honafi dan Mazhob Syafi’), Skripsi, (Y ogyakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab,
Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001)



yang berjudul “Dasar Hukum Dagang Islam”, masih mengenai IHTIKAR, dalam
tulisan itu monopoli diharamkan karena akibat dari monopli itu terjadi
penguasaan pasar dan permainan dari para monopolist. Buku yang lain yaitu
karya Adhiwarman A. Karim berjudul “Ekonomi Islam Suatu Kajan
Kontemporer”, dijelaskan bahwa monopoli diharamkan hanya pada monopolt
rente. Jadi selama monopoli tidak ada unsur rente, maka hal itu sah-sah saja.
Sedangkan pembahasan monopoli dilihat dari segi ekonomi yang belum
sampai masuk kepada ranah hukum adalah tulisan Edy Suandi Hamid dalam
bukunya yang berjudul “ Perckonomian Indonesia, Kesejahteraan dan Kebijakan
Moneter”. Hamid mengungkapkan alasan-alasan tentang keharusan monopoli itu
dihapuskan, alasan itu jalah® pemanfaatan sumber-sumber ekonomi yang tidak

ckonomis, dapat menckan dan mengeksploitasi konsumen, dapat mengurangi

masuknya investasi ke sektor tersebut dan menghambat kestabilan supply dan
kesejahteraan ekonomi.

Muhamad Chatib Basri dalam artikelnya “Monopoli, Proteksi dan
Ekonomi Rente”, menulis bahwa monopoli yang ada di Indonesia tejadi karena
pemanfaatan kelompok orang  tertentu yang mempunyai kedekatan dengan

penguasa, sehingga dengan kedekatan itu dijadikan jembatan untuk melakukan

5 Bdy Suandi Hamid, Perekonomian Indonesia, Kesejahteraan dan Kebijakan Moneter,
(Yogyakarta: UII Press, 2000), him. 200



praktek monopoli, tidak terkecuali dalam dunia usaha.® Pada tulisan lain,
Revrisond Baswir dengan bukunya “Dilema Kapitalisme Perkoncoan”
menjelaskan, monopoli tidak serta merta harus dilarang, namun dihhat dulu
monopoli seperti apa. Karena pada kenyataannya kemunculan monopoli ada yang
bersifat alamiah yaitu kemunculannya memang karena kondisi yang ada. Tetapi
dalam pandangan masyarakat monopoli sudah terlanjur layaknya “hama” yang
harus dihilangkan.”

Dari telaah pustaka vyang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan
adanya kajian yang sama dengan karya ilmiah yang sedang penyusun garap,
dengan judul Monopoli pandangan hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999.
Karena tidak ditemukan pembahasan tentang monopoli yang dikomparasikan

antara hukum Islam dan UU. Neo.5 Tahun 1999, maka penyusun merasa perlu

adanya pembahasan yang mengkaji bagaimana, baik pandangan Islam ataupun

UU. No. 5 Tabun 1999 terhadap monopli yang téljadi dalam dunia usaha.

E. Kerangka Teoretik
Praktek monopoli yang berlangsung di pasar yang terjadi dalam dunia
usaha, merupakan tindakan yang tidak mungkin untuk’dinilai baik atau buruk

tanpa memandang tiga unsur dari monopoli itu sendiri, yaitu subyek, komoditi

® Muhamad Chatib Basri, Monopoli, Protekst dan Ekonomi Rente, www.
Hamline. edu/apakabar/basisdata/1996/04/0004 . htm), akses tanggal 14 September 2004

7 lihat Revrisond Baswir, Dilema Kapitalisme Perkoncoan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, :
1999), him. 131



dan motivasi yang menjadi semangat dari praktek monopoli. Hukum Islam
sebagai hukum yang “diturunkan dari langit” keberadaannya tidak lain adalah
untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia itu sendiri dan menjauhkan
manusia dan kerusakan selama menempuh kehidupan di dumia. Berdasarkan
pedapat ulama, tidak lain tujuan disyan’atkannya hukum Islam adalah untuk
memelihara lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta ®

Sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia harus mengacu
untuk lima hal di atas, termasuk dalam mencan harta untuk kebutuhan hidup.
Kaitannya dengan pencarian harta sendin Islam sangat menganjurkan bagi
umatnya untuk bekerja dalam bidang apapun dalam upaya mencari harta yang
menjadi sebagian rizki dari Allah sebagai sarana untuk menjalankan ibadah
kepada Allah swt. asalkan tidak melanggar larangan yang telah Allah swt
tetapkan dalam AL-QUR’A>N. Namun yang terpenting dalam setiap tindakan yang
dilakukan adalah niat yang menjadi motivasinya, dalam Islam sebagai mana yang
diungkapkan oleh Prof. Madya Syed Omar Bin Syed Aqil bahwa setiap orang
yang berkecimpung di dunia usaha yang awal dilakukan adalah meluruskan
niatnya’. Sehingga dalam Islam setiap tindakan yang dilakukan harus didasarkan

pada niat atau motivasi yang baik, karena segala tindakan tergantung pada mat

8 Pathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Iimu, 1999), him.
125

® Madya Syed Omar Bin Syed Aqil, Garis Panduan Tingkah Laku Etika Islam Dalam
Perniagaan, www. permail tripod.com/etika html, akses tanggal 12 Oktober 2004



10

yang menjach pendorongnya. Yaitu tidak dengan menggunakan cara-cara yang

bathil, sebagaimana ayat AL-QUR’ANyang berbunyi:
10 Il lly oS S 5 | IV 3 giled Mg

Sehingga ketika umat Islam dalam mencan rizki melalui dunia usaha
dengan menjadi pedagang, produsen dan lain sebagainya, larangan yang jelas-
jelas telah tersebut melalui hadis Nabi saw. adalah larangan IH7IKAR atau

monopoli''. Nabi SAW bersabda:
Pihla sed Sl (e
Hadis lain yang senada mengecam IHTIKAR atau monopoli:

3 ogale Saall g 5 30 il

Sehingga para ulama membuat rumusan bahwa kaitannya dengan
muamalah, terdapat prinsip yang hamé dipegangi. Pada dasarnya hukum

muamalat mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1°Al- Baqarah (2): 188

" lihat Munir Ba’albaki, a/-Maurid a Modern Fnglish-Arabic Dictionary (Qamus Inkilizy-
‘Arabiy), (Beirut, Lebanon: Dar el-‘Tim 1 al-Malayen, 1974), bahwa monopoli dalam dunia ekonomi
(usaha) diartikan dengan /HTIKAR,

2 Muslim, Shahih Muslim, BAB TAHRIMU AL-IHTIKARU FI AL-AQWAID, (Bandung: Dahlan,
#t,), I 702. Hadis ini diriwayatkan dari SA’ID BIN “UMAR, diriwayatkan dari MUHAMMAD BIN ‘IJLAN
dari MUHAMMAD ‘UMAR BIN ‘ATHO’ dari SAID BIN MUSAYYAB dari MU’ AMMAR BIN ‘ ABDULLAH

B tbn MAIAH, Sunan Tbn MAJAH, BAB HUKRATU WA AL-JALBL (Beirut Dar al-Fikr, t1.), II
V. Hadis ini diriwayatkan dari NASR BIN ‘ALl AL-JAHDAWYL diriwayatkan oleh Abu AHMAD,
diriwayatkan oleh ISRAIL dari ‘ALI BIN SALIM BIN SUBANI dari * ALI BIN ZAIN BIN JUD’ANL, dari SA'D
BIN AL-MUSAYYAB dari ‘UMAR BIN KHATTAB.
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1. Pada dasarnya hukum MU’AMALAT adalah mubah, kecuali yang ditentukan
lain oleh AL-QUR’ANdan sunnah AR-RASUL.

2. MU’AMALAT dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur
paksaan.

3. MU’AMALAT dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindari MADARAT dalam hidup masyarakat.

4. MU’AMALAT dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari
unsur-unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam
kesempitan.'*

Inilah bagaimana Islam mengatur setiap tindakan yang dilakukan dalam
dunia usaha, dalam prakteknya sangat melarang kepada manusia sebagai pelaku
untuk melakukan praktek-praktek yang akan berakibat kepada terciptanya kondist
instabilitas dalam pasar, yang pada akhirnya akan mengakibatkan persaingan
yang tidak sehat dalam pasar, seperti melakukan praktek monopoli yang

- didasarkan kepada egoistik dan kerakusan akan harta.

Secara jelas praktek-praktek monopoli yang menyebabkan instabilitas

dalam pasar, sangat bertentangan dengan asas keadilan atau keseimbangan dalam

bermuamalah. Keadilan atau keseimbangan M.M. Metwally mengungkapkan

Islam established a higher degres of economic equality and democracy through

Y Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam, ed. Revisi
(Yogyakarta: UII Press, 2000), him. 15-16
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among other principles and laws, the basic principle that wealth should not be
pemitted to circulate among wealthy only”.15

Selain dan hadis-hadis di atas para fakih juga membuat romusan dalam

kaidah fikih yang tidak lain sumber dasarnya juga dari al-Qur’an dan hadis yaitu
16 al5 v . 3
adiadl Gl e adie jladl ads

Sedangkan hukum di Indonesia yang menganut ekonomi Pancasila, dalam
ekonomi Pancasila tujuan utama perekonomian yang ada adalah mengarah kepada
terwujudnya kesejahteraan sosial. Sehingga segala praktek yang dilakukan dalam
ranah ekonomi seperti dalam menjalankan usaha atau bisnis harus tidak
mengakibatkan hancurnya kepentingan umum hanya karena untuk pencapaian
kesejahteraan pribadi, seperta tidak mele'ikan praktek monopoli.

Sebagaimana tersebut di dalam undang-undang anti monopoli "Pelaku
usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi
ckonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha
dan kepentingan umum.""’

Hal tersebut di atas merupakan asas yang menjadi landasan semua praktek

bagi warga Indonesia yang berkecimpung di dunia usaha. Dimana Indonesia yang

> Sayed Afzal Peerzade (editor), Reading in Islamic Fiscal Policy, (Chitli Qabar, Delhi:
Shanker Market, 1996), him. 88

' Abdul Wahhab Khallaf, < ILMU USOL AL-FIQH, (ttp. - tnp,. 1978), him. 208

Y UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat,
{Jakarta: Sinar Grafika, 2000), him. 5
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3. Pengumpulan data
Dalam menyusun skripst ini, penyusun mengumpulkan data melalui dokumen
yang dibagi menjadi dua sumber, vaitu sumber primer dan sumber sekunder.
Adapun untuk data primernya yaitu kitab AL-HaLAL WA AL-HARAM FI AL-
ISLAM, KITAB SUNAN IBNU MAJAH, FIQH AS-SUNNAH, AL-ITTUAH AL-JAMA T FT
AL-TASYRI'I AL-IQTISADI AL-ISL.AMI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan
sebagal data sekundernya berupa karya-karya literer yang berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas dalam skripsi imi, yaitu mon.opoli dalam dunic
usaha.

4. Pendekatan masalah
Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam skripsi
ini adalah yuridis-normatif. Yuridis yaitun pendekatan dengan melihat,
membahas monopoli dalam dunia usaha dengan menitikberatkan pada aspek-
aspek yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan normatif di sini membahas
monopoli dalam dumia usaha didasarkan’ atas kaidah-kaidah-hukum, baik
hukum Islam dan UU: No. 5 Tahun 1999.

5. Analisis data
Dalam melakukan analisis data, penyusun menggunakan analisis data
deduktif-komparatif. Yakni monopoli yang ada dalam dunia usaha, yang

masth bersifat umum dianalisis sehingga menuju kepada kesimpulan khusus,
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menganut demokrasi ekonomi menghendaki kesempatan yang sama bagi semua
warga negara dalam ikut berkecimpung di dalam dunia usaha baik dari segi
proses produksi maupun pemasaran barang dan jasa.'® Sehingga dengan demikian
akan tercipta suasana ekonomi yang kondusif jauh dari instabilitas ekonomi.
Selain itu juga akan terciptanya persaingan dalam dunia usaha yang sehat tidak

saling menjatuhkan.

F. Metode Penelitian
Untuk membahas objek dalam penyusunan skripsi ini, penyusun
mengunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Penelitian i termasuk dal;;l penelitian pustaka (library research), vyaitu
suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan
dengan permasalahan monopoli dari berbagai literatur yang ada.
2. Sifat penelitian
Penyusunan dalam karya tulis ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yaitu
melakukan pemaparan secara menyeluruh berkaitan dengan monopoli,
kemudian dilakukan analisa secara sistematik dan mengadakan perbandingan
terhadap monopoli dilihat dari hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999

Dalam hal im monopoli dibandingkan dari segi hukum Islam dan UU. No. 5

Tahun 1999.

18 1bid., him. 1
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juga dalam amalisis itu diadakan perbandingan terhadap kesimpulan

hukumnya yaitu berdasarkan hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam membahas pokok masalah yang telah tertuang dalam rumusan
masalah di atas, penyusun dalam pembahasannya membagi dalam lima bab,
yattu:

Bab I sebagai bab pendahuluan, diletakkan sebagai bab pembuka. yang
mana terbagi menjadi delapan sub bab, yaitu latar belakang masalah pokok
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dilanjutkan telaah pustaka, kerangka
teoretik, metode penelitian dan sub bab terakhir dari bab I im adalah sistematika
pembahasan.

Selanjutnya dalam bab II sebagai bab dimulainya pembahasan akan
monopoli diuratkan tinjavan umum monopoli. Dalam bab ini diwraikan dan
pengertian monopoli, jenis-jenis dan sebab-sebab timbulnya, juga pengaruhnya
monopoli dalam dunia usaha vyang terdapat dalam sub bab. Dan sebagai
pembahasan akhir dari bab T i, sub terakhir akan menjelaskan tentang
monopoli dilihat dari subye, motivasi dan komoditasnya.

Setelah menempatkan uraian secara umum tentang monopoli, maka pada
bab selanjutnya monopoli dilibat dari segi hukum, baik hukum Islam dan UU.
No. 5 Tahun 1999 diletakkan dalam bab III. Hal ini dilakukan untuk membuat

pembahasan monopoli lebih sistematis. Sehingga disajikan monopoh dalam duma
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usaha pandangan hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999, yang terdapat dalam
bab III. Pada bab ini diawali dengan pembahasan monopoli pandangan hukum
Islam, yang dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu: dunia usaha dalam
pandangan hukum Islam, monopoli dilihat dari segi subyek, motivasi dan
komoditasnya berdasarkan hukum Islam. Setelah penjelasan berdasarkan hukum
Islam selesai, maka dilanjutkan tinjavan UU. No. 5 Tahun 1999, yang juga
terbagi ke dalam beberapa sub bab yaitu: ekonomi di Indonesia, monopoli dilihat
dari segi subyek, motivasi dan komoditasnya berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1999.

Pada bab IV disajikan analisis perbandingan dari hukum Islam dan UU.
No. 5 Tahun 1999. Dalam bab ini disajikan penjelasan persamaan antara hukum
Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999 dalam menetapkan hukum terhadap monopoli
monopoli dilihat dart se;c;r‘iw subyek, motivasi dan komoditasnya dan pada sﬁb bab
selanjutnya dijelaskan segi perbedaannya.

Bab terakhir dari pembahasan monopoli dalam dunia usaha pada skripsi
ini diletakkan pada bab V. Sebzgai bab penutup, maka disajikan kesimpulan dan

saran.






BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengertian monopoli dalam hukum Islam memiliki pengertian penguasaan
terhadap barang dan jasa, schingga harga dapat dinaikkan sesuai dengan
keinginan pelaku usaha. Pengertian im berbeda dengan pengertian yang terdapat
dalam UU. No. 5 Tahun 1999, dalam undang-undang ini pengertian monopoli
adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas
penggunaan jasa tertent oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
Penguasaan di sini secara jelas, sebagaimana tertuang dalam UU. No. 5 Tahun
1999 terkait erat dengan penguasaan terhadap pangsa pasar. Yang dalam undang-
undang anti monopoli batasan monopolt minilg;l 50% dar pangsa pasar yang
dalam hal penguasaannya.

Dilihat dari segi subyek dan motivasi, praktik monopoli dalam hukum
Islam, pengaturan hukumnya tidak bisa langsung haram atau tidak. Hal im
didasarkan kepada proses bagaimana monopli ita diperoleh, tidak itu saja, namun
juga memperhatikan akibat dari monopoht itu sendiri. Sehingga sebagai langkah
preventif, dalam Islam tindakan monopoli dapat dinyatakan haram atau tidak,
juga terkait dengan motivasi atas monopoli itu sendiri. Bila motivasi buruk, maka
tindakan monopoli haram dilakukan. Dari segi komoditinya, pada dasarnya ada

dua pendapat dalam Islam. Yakni segala jenis komoditi dilarang dan yang kedua
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hanya komoditi primer saja yang dilarang, namun penyusun skripsi i lebih
sepakat dengan pendapat yang pertama.

Monopoli dari sisi subyek berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1999, pasal-pasal
yang ada menyatakan secara jelas monopoli oleh para pelaku usaha dilarang,
karena hanya dengan adanya posisi monopoli, maka kondisi persaingan usaha
yang schat tidak akan terjadi. Sehingga penguasaan atas pasar bila melebihi 50%
dari pangsa pasar yang ada, sudah bisa dianggap terjadi monopoli. Hanya saja
dalam pembahasan dari sisi motivasi, sangat jauh berbeda dengan hukum Islam
yang memiliki ruang pembahasan, namun UU. No. 5 Tahun 1999 tidak
membahasnya secara jelas, karena dalam undang-undang anti monopoli sudah
langsung mengarah kepada pembahasan tentang praktik dari monopoh itu sendirl,
apa dan bagaimana yang dilarang terhadap monopoli.

Hanya saja untuk monopoli oleh pemerintah berdasarkan UU. No. 5
Tahun 1999 dijamin legalitasnya, sebagaimana tertuang dalam pasal 51, hal ini
jluga berlaku dalam hukum Islam yang memberi ruang bagi monopoli oleh
pemerintah untuk melakukan monopoli. Dan untuk komeoditi yang diatur dalam
undang-undang anti monopoli meliputi segala jenis monopoli termasuk/ jasa.
Namun untuk monopoli pemerintah baik bukum Islam dan UU. No.. 5 Tahun 1999
terjadi persamaan, yakm komoditi éfang menjadi monopoli sebatas yang

menyangkut hajat hidup orang banyak.
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B. Saran

Frat kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun
memberikan sedikit saran, yaitu bahwa monopoii tidak seharusnya dipandang
hanya dari segi negatif saja, karena tidak semua monopoli yang terjadi berakibat
buruk dalam kehidupan ekonomi, karena bisa saja monopoli itu justeru umtuk
mencegah monopoli yang buruk. Sehingga harus dilihat bagaimana monopoli tu
timbul, siapa pelakunya, apa motivasinya dan komoditi apa yang dimonopoli.

Berkaitan dengan monopoli terhadap komoditas yang memenuhi hajat
hidup orang banyak, hendaknya Pemerintah tidak asal memberikan kewenangan
kepada swasta untuk melakukan monopoli, Pemerintah hendaknya melihat

pengaruhnya yang bakal dirasakan oleh masyarakat.
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